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URT DPR RI

Menguatkan Kinerja
Kelembagaan DPR

Walkil Ketua BURT, Indrawati Sulkadis (paling kiri), bersama dengan wakil
Ketua BURT, Syahfan Sampurne dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, serta

Wakil Ketua BURT Nuriswanto.

FPEMBENTUKEN
Badan Fungsional
Keahlian dapat
mengakselerasi
kemampuan DPR
membuat UU.

eran dan fungsi DPR
sangal strategis-karena
memiliki kekuasaan
membentuk UU sesuai
pasal 20 ayat 1 UUD 1945
pasca amandemen. Kinerja kelem-
bagaan DPR pun dari waktu ke
waktu terus berbenah, sehingga
aspirasi rakyat dapat diserap DPR
sebagai perwakilan niereka di par-
lemen. Upaya ini merupakan lang-
kah positif merevitalisasi diri,
Berdasarkan UU No. 27 Tahun
2009 dan Peraturan DPR No. 1

Perpustakaan DPR RI




KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Tahun 2009 tentang Tata Tertib
menyebutkan Badan Urusan Rumah
Tangga (BURT) bertugas menetap-
kan kebijakan kerumahtanggaan
DPR RL Untik itu BURT meman-

workshop dengan tema “Penguatan
Kinerja Kelembagaan DPR RI1, Me-
ningkatlkan Peran, Kapasitas, dan
Kompetensi Anggota DPR RI”.
Dalam workshop di Semarang,
Jawa Tengah, 12 Februari 2013
lalu, pembicara yang
hadir yakni Dosen Hmu
Politik Universitas
ta Harapan, Tjipta
Lesmana, Pembantu
Rektor IUniversi
Diponegotro Sema-
rang, Warsito, dan
Pengamat Parlemen
An

tas

Sunaryadi.
jipta Lesmana
berpendapat kinerja
PR RI tak bisa dilepaskan dari
kinerja para anggota Dewan. Ketika
seorang anggota Dewan diduga
atau terbukti melakukan tindak
korupsi, muncul persepsi masyara-
kat bahwa sebagian besar anggota
DPR memiliki perilaku vang sama.
“Peningkatan peran, kapasitas, dan
kompetensi para anggota Dewan
erat kaitannya dengan perbaikan
sistem politik, sistem pemilu, sistem

ekonomi, dan penguatan Badan
Kehormatan,”

anya.
Warsito menyarank

untuk penguatan

Pertama partai politik harus me-
ngubah pola rel

-utmen caleg dari
kandidat yang memiliki elektabilitas
tinggi diganti oleh caleg vang berku-
alitas. Kedua, harus ada komitmen
kuat anggota DPR terhadap kepen-
tingan rakyat, mematuhi kod etik
dan etika politik,serca had
dalan rapat-rapat
Menurut Wakil Ketua
BURT PR dari Fraksi
Demokrat, Indrawati
Sulkadis, pihaknya
meminta masukan
sejumtah ahli komu-
nikasi dan pakar ke-
bijakan publik agar
< DPRbisa memak-

simalkan perannya

dalam menjalans
kan fungsi legislast; anggaran’dan
pengawasan. Selain itu diharapkan
masyarakat lebilvmengenal bebera-
pa kinerjarbaik vang telah dihasilkan
DPR: “Scbagai respons pergeseran
Kekuasaan membentuk UU dari
eksekutif ke legistatif maka dibu-
tubkan pembenahan DPR sccara
menyeluruh,” ujarnya; -

Perihal lemahnya kinerja DPR
membuat UL, Wakil Ketua BURT

embagaan DPR.

dari Fraksi PKS, kata Syahfan
Sampurno, hal ini karena belum
dibentuknya Badan Fungsional Ke-
ahlian. Pasal 392 ayat 2 UU Nomor
2~ Tahun 2009 tentang MPR, DPR,
DPD. dan DPRD, menyatakan untulk
mendukung pelaksanaan tugas DPR,
dihentuk badan fungsional/keahlian
vang ditetapkan melalui peraturan
PR setelah dikonsultasikan dengan
pemerintah.

Bacdan Fungsional Keahlian bertu-
gas memberikan bantuan keahlian
khususnya fungsi legislasi dan ang-
garvan kepadaanggota DPR sesual
hidang kerja, " Keberadaan badan ini
alean mengeliminasi kepentingan
partai dan golongandalam setiap
pembabasan RUU sehingga hasilnya

spirasi masydrkat,”

kata Syahfan.

Menurue Indrawati, sejauh ini
pelaksanaan ketiga fungsi DPR ber-
jalan cukup efektifmelalui Rapat
Kerja, rapat dengar pendapat (RDP),
rapat dengar pendapat umum
(RDPUY, kunjungan kerja (kunker)
komisi dan kunjungan kerja spesifik
Komisi. Setiap masalah yang dite-
mui di kunjungan kerja selalu dapat
dirindaklanjuti oleh komisi bersama
Pemerintah melalui mekanisme
rapat-rapat. Bila dipandang perlu
dilakukan pendalaman, komisi
dapat membentuk Panitia Kerja, ©



http://www.tcpdf.org

